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BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA BELATAN

FERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
NOMOR 9 TAHUN 2023

TEMNTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

LT

TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAEA ESA
BUPATI MERAUKE,

pahwa untk melaksanalan ketentuan sebagaimena distur
fdalam Pasal 311 avat (1} Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir denpan
Undang-Undeng MNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubabar
redua Atas Undang-Undang Noemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayvat (1] Peraturan
Pemeriniah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Reuangen  Daerah, Bupati wajib  menggjukan  Rancangan
Peratyran Dacrah temtang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  [APBD] Tahun Angpgaran 2024 %epada Dewar
Perwaldlan  Rakvat Daerah (DPRD)  untuk memperoleh
perseiujusn bersama:

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] wang dizjukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan
dari Rencana HKerja Pemeriniah Daerah Tahun 2024 vang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan
Flafon Anggaran Sementara vang telah dizepakati Pemerintah
Dacrah bersama DPFRD pada tanggal bulan Tehun

Lahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Persiuran
Dacrah habupaten Merauke tentang Anggaran Pendapatan den
delanja Daerah Kabupaten WMerauie Tekun Anggarvan 20024

Pagal 18 avat (6] Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan
Fepublik Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 17 Tshun 2003 tentang keuangan
Mepars  [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Wegara Repubiik Indonesia
Nomeor 4286);

4. Undang. ..
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- Undang-Undang Momor T Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negars (Lembaran MNegara Republik Tndonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran MNegaras Repubiik Indonesia Tahun 2014
Y¥omor 244, Tambahan Lembaran Megara Republilk Tndonesiz
MWammor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kel terakhir
dengan  Undang-Undang MNomer 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Momor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negama
Republik Indonesiz Tahun 2023 Nomor <1, Tambahsn
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nemor 30 Tabun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaga MNegara Republile Indonesia Tahun 2014
Momor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601};

Undang-Undang Momor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Mormor aTav:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentulan
Frovinsi Papua Selatan [Lemlwran Negara Republik Indonesis
Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lemizaran MNegara Republik
Indonesia Nomor G803);

Poraturan  Pemerintah Nomar 9 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Dacrah
dan Bekas Hepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta
Janda/Dudanva (Lembaran Negara Republik Indonesiza Tahun
1980 MNormor 16, Tambshan Lembaran Megara Republik
IndonesiaMomar 3160}, sehagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000,
(Lembaran Negara Republile Indonesia “fahun 2000 Nowmor 121 %

Peraturan  Pemerintah  Nomor 102 Takhun 2000 tentang
Redudukan Kevangan Kepala Dacrsh dan Wakil Kepala Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21 0,
Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesiaMomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republilk Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negsre Repubilik
[ndonecsia Noroor 4575}

11. Undang..,
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informas  HKeuangan Daerahh (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesiaz MNomor 4576} sebagaimana telah diubah
tlengan Peraturan Pemeriniah Nomor 63 Tahun 2010 Tentang
Ferubahan Atas Peraturan Pemerinigh Nomor 56 Tabuwm 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahur 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Megara Republik [ndonesia Nomor 5153);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penvusunan dan  Penerapan  Standar Pelavanan  Minimal
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

.Peraturan Pemerintah Nomar 8§ Tahiun 2006 tentsng Pelaporan

Revangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor $614);

-Peraturant Pemnerintah Momor 69 Tahun 2010 tentang Tala Cara

Pemberian dan Pemantaatan Tmsentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retnbus: Daerah [Lembaran Negara Republik indonesis
Tahun 2010 Momor 119, Tambahan Lembaran Megara 3161}

Pernturan Permmennish Nomor 71 Tabun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Tndonesis
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
[ndonesia Nomor 3165);

Peraturan Pemerintah Momor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Dacrah yang dipungut berdasarkan penetspan Kepala
Daegrah atau dibayvar sendivi oleh wajib pajak [Lernbaran Negara
Republil indonesia Tahun 2010 XNomor 153, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5179);

.Peraturan Pemerintsh Nomor 2 Tahus 2012 tentang Hibsh

Daerah (Lembaran Megasa Republik Indonesin Takun 2012
Momor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Noinor 5272):

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tenteng Peraturan
Giaji Pegawal MNegerl SBipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
[ndonesia Nomor 3098) sebagaimana telah dinbah beherapa kali
terakhir dengan Peraituran Pemerintah Nomor 15 Tshun 2019
ientang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturen CGaji Pegawai Neoger
Sipil  (Lembaran MNegara Republit [ndonesia Tahun 2019
Momor 43);

19, Peraturan. ..
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Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2009 tentang Dantuan
Keuangan pada Vartal Politk (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2009 Nomaor 18, Tambahan Lembaran Megara
Hepublik Indonesia Nomor 49732 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhiv dengan Peraturan Pemeriniah Nomor 1
Tahun 2018 fentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan
Femeriniah Nomor 5 Tahun 2008 fentang Bantuan Keuangan
pada  Partai Politik  (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Megara Repubiik
[trdonesia Momor GLY7):

Pergturarn  Pemeriniah  Nomor 27 Tabun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Lembaran Megara
Reoublik Imdonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Megara Repuhlik Indonesia Nomor 3533);

FPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tabun 20314  1entang
Perubahan Keenambelas Perpturan Pemerintabh Nomor 7
Tahun 1977 teotasng Peraturan CGaji Pegawal Negeri  Sipdil
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1977 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momeor 3098
sebagaimana telah diubah beberaps kali teraldhir dengan
Pergturan Pemerntah  Momor 22 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Pemerinabh Momor 7
Tahwm 1977 tentasng Peraiuran Gaji Pegawai Negeri Sipil
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 37}

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggarasn: Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomot 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesa
MWomeor 6041];

CPeraturan  Pemerintah MNomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolzan  Keuangan Dmerab (Lembaran Negara Repablik
Indonesie Tahur 2002 Momor 42, Tambahoan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang

Pedoman [Pengelolasn Reuangam Dana Alokasi Khusus i
Daerah;

Peraturan Menterd Daiam Megeri Nomor 32 Tahun 2011 (eniang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantvan Sogsial vang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh (Berita Negara
Fepublilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 450 sebagaimana telah
diubah beberapa kall teraldhir dengain Perativan Menterd Dalam
Negeri Momor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga Atas
Peramran Menteri Dalam Negerd Nomor 32 Tahun 2011 tenteng
Peimberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anegaran Pendapatan dan Belamja Daerah [Berita Negors
Repubililk Indonesia Tanhun 2018 Nomaor 465}

Diengan. ..



Dengan persetujuan Bersatns
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE
Dan
BURATI MERAUKE
MEMUTUSKAN :

Menetapkan | PERATURAN DAERAH TENTAMNG ANGCGARAN PENDAPATAN DAN
BELANSA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022,

Pasal 1

angsaran Perddapatan Jdan Belanja Daerabh Tehun Anggarvan 2024
sebagai berikul:

1. Pendapatian 2p. 2487.917.067.595.00
2. Belanja Ep. 2.4864.667.067.598.00
Surplua f(Defisirg Rp. 23.250.000.000,00

4. Pembilavaan Dacrah:
a. Penerimeaan Hp. B0.003.000.000.00
b, Pengeluaran Rp, 103.250.000,000,00
Pembiayaan Netto RBp.  {-23.250.000.000,00)

Sisa Lebih Pembiavaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. -
Pasal 2
(1] Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdin dard;

a. Pendapatan Ash Dacrah

sejumlah Rp. 16%.610.728.029,00
b Pendapatan Transfer
sejumlah Ep  2.2153.671.046.789,00
£, Lamn-lain Pendapatan Daerehh Rp. 102.635.2G2 780,00
Yang Sah

(2} Pendapatan Asli Daerab sebagaimans dimaksud pada avat (1)
huruf a rerdirt dazi jenis pendapatran;

a. Pajale Daeral sejumiah Rp. 66.798.561.664,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Ep 12.802.538.250.00

¢, Hasil Pengelolaan Kekavasn Daerah
vang dipisahlean sejumlah Kn. 11.012,332.439.00

. Laim-lain Pendaparan Asl Taerah
vang sah sejumlah Fao, T2.997.455.676.00

i} Poudapatan...
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|3 Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada avar (1)
huruf b terdin dar jenis pendapatan:

a, Tranzfer Pemerintah Pusar

seimlab REp.  2.175.340.152.000,00
b. Tranaler Antar Daerah
sejuinliah Ep. 40,330,894 THG 00

(4 Lain-lain Fendazpatan Daerah Yang Sah zsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e tevdin deri:

a. Fendapatan Hibzh sejumiah  Rp. 1,7532.500.000,00
b, Lain-lain Pendapatan Sesnai  Rp. TOOB82, 792 TH0,00
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

Pasal 5

(L) Belanja sebagaimana dimalsud dalam Pasal 1 terdind dari:

&. Belanja Operasi sepjumiah Ep.  L.GE3.664 663,426 00
b. Belanja Modal sejumiah Rp. 4531.086.338.772.00
¢, Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000.00
. Belanja Transler En. 317.8916.059.400,00

(<)

Belanja Operasi sebagsimana dimaksud pada ayar (1) huruf 2
terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai Ry 738.373,959.123.00
r. Belanja Barang dan Jass R TO97.069 585,795,00
c. Belania Bunga K. 3.846,739,.258.00
d. Belanja Hibhah Rp. 100.439,500.000.00
€. Belanja Bantuan Sogial Rp. 23.934.864 350,00

(3} Belanja Modal sebagaimans dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdivi dari jenis pelanja:

a. Belanja Modal Tanah Rp. 4.521.610.000,00

b. Belanja Modal Perzlatan dan Rp. 02.414.411,644,00
Mesin

¢. Belanja Moda! Gedung dan Rn. 129 086.664, 586,00
Bangunan

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan Rp  265.280.117.232.00
dan Irigasi

e. Belanja Modal Aset Tetap Rp. 1&S.000,000.00
Lainnya

f. Belanja Modal Aset Hop. 485.535.000,00
Lainnva

(4] TBelanja...



{=] Belanja Tidak Terduga sebagmirmans dimaksud pada ayvar (1)
huruf c terdiri dari jenis helanja;

e, Belarga Tidak Terduga Fao, 2.000.000.000.00

la] Belania Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huref d
terdini daii jenis belanja:

a. Belanja Bantuan Kegangan Ep. 317.916.059.400,00

Fasai 4

11} Pemliayasn Daerah sebagaimane dimalsud dalam Pasai 1
terdiri darl:

a. Penenmeasan sejumiah Rp 80.000.000.000,00
b. Pengeinaran sejumlah REp. 103.250.000.000.00

(2] Penerimeaan sebagaimana dimaksud pada avac (1) huruf a
terdird dan jenis pembiayaan

& Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (S:LPA) sejumlah ; Rp  80.000.000.000,00

b, Pencairan dana cadangan
sejumlah Rp. -

¢, Hasil penjualan keltavaan daerah vang dipizahlan
scjumlah Rp. -

d. Penerimasn pinjaman dacrah
sejLenlan Rp. -

¢. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
ssjumiah Rp.. -

f. Penerimaan piutang daerah
sejumiah Ep. -

i3] Pengeluaran sebagaimana dimsksud pads ayat (1) hamf b
terdiri dari jenis pembisvaan:

&. Pembenitukar: dana cadangan

seiumlah Rp. -
b. Penyertaan modal Daerab Pemerintah Daeral

sefumiah Rp. 3.250.000.000.00
¢. Pemnbavaran cicilan pokok utang

sejumiah Ep 100.000.000,000,00
ti. Pemberian pinjaman daerah

sejumiah Rp.

£. Petnbsvaran hutang penvelessian pekerjaan
kepades pibak Retign /rekanean Rp,

Fasal.,,
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Pasal 5

(1) Dalam Keadaan Darurat cermasuk keperiuan  mendesal:,
femeritah Daerah dapai melakukan pengeluaran yvang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebibhi pagu
yang ditetapkan dalam Peraturan Dacrah ini, vang selanjuina
dimlasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupalen Merauke Tahun Anggeran 2024,
dengan tata cara sesumi dengan cara  terlohil dafalu
melakukan perubahan  Peraiuran Kepala Daerah  tenrang
Penjabaran Perubalan APBD, dan  pemberitahizan kepada
Fimpinan DPFED selanjuinya disampaikan dalam  Laporan
Fealizsasi Angearan.

(2] Keadaan darurat sebagaimans dimsicsid pada  ayet (1)
meliput ;
2. Bencana  Alam, Bencana Non-Alam, Bencana  Sosial
dan/aiau Kejadian Luar Biasa:
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan fatau
o, Kerusakan sarana/prasarsna yEng dapat mengpangsu
Reglatan pelayanan publile,

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayar (L)
meliputi ;

a. kebutuhan  Dasvalh dalam rangka  pelayanan dasar
magyaralial vang anggarannyva belum lersediz dalam Tabiin
Anggaran becjalan;

b. Belanja Dacrah vang bersifat mengikat dan helanja vang
Bersifat wajily;

¢, Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemeriniah
Daerah dan tidak dapal diprediksikan sehelumnyva, serta
amanart Peraturan Peng rdang-undarngan: dan/atay

d. Pengeluaran Dasrah lainnya vang apabila dtunda akan
menimbulkan keruginn yang lehih bhesar bagi Pemerinrah
Laerall dan/alau masyerskat.

Fasal 6

Uraian lebik lanjut Anggavan Pendapatan dan Helanja [Daerah
Sebaguimana dimaksud dalem  Passl 2. ercantum  deiam
Lampiran  vang mcrupakan  bagian  tidak  lerpisaikan dar
Peraturan Daerah Kabupater Merauke ini terdin dari ;

4. Lampiran I:

b, Lempiran 1L

Paaal. ..



Pasal ¥

Bupati Meravke menetaphkan Perasuran Bupai Meraulke tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanjz Daersh sebagad

landasan operasional pelaksanaan APRD.

Paeal 2

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tangzal diundanglan

AgaTr seliap orang mengetzhuinya, memerintahloan nengundanigan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Meraule,

Ditetapkan di Merauke

pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI MEEAUKE,
CAR/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundanglan di Merauke
pada tanggal 27 Desember 2023
SERRETARIS DARRAH KABUPATEN MERAUKE
CAFR/TTD
YIERMIAS PALULLS RUBEN NDIKEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TATIUN 2023 NOMOR O

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI
NOMOR 9

A VICTOR KAMIE
19740507 2004

FAPUA
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